
KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

REPUBUK INDONESIA 

ASLI 

Jakarta, 8 Mei 2024 

Hal Jawaban T ermohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 173-01-17-

26/PH PU. DPR-DPRD-XXll/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai 

Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi 

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 

Jakarta Pusat 

I DITERll\lA DARI: Tf.g��(ON

NoJ1J .. � .. .!.1..UtPIIPU.DPR-DPRD-XXll/2024 

llari : SStJIN

Taoggal: 13 VV\1;1 �

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: Jam 

Nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D 

Ketua Komisi Pemilihan Umum 

: 

Pekerjaan/Jabatan 

Alamat Kantor Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310 

( o. &L-i UI I& 

Telepon Kantor: 021 - 31937223, Fax: 021 - 3157759 

Email Kantor : persuratan@kpu.go.id 

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 

2024, kepada: 

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.

2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.

3. Imam Munandar, S.H.

4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.

5. Raden Liani Afrianty, S.H.

6. Muhammad Misbah Datun, S.H.

NIA: 20.00357 

NIA: 02.11294 

NIA: 13.00338 

NIA: 17.02357 

NIA: 10.01780 

NIA: 20.00125 

I 



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. NIA: 18.00802 

8. Yuni lswantoro, S.H. NIA: 18.00843 

9. Firman Yuli Nugroho, S.H. NIA: 19.01236 

10. Nurhidayat, S.H. NIA: 21.00690 

11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. NIA: 22.03608 

12. Retno Widiastuti, S.H., M.H. NIA: 22.03980 

13. Farih lhdal Umam, S.H. NIA: 22.03916 

14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. NIA: 15.03690 

15. Andres April Yanto, S.H. NIA: 19.00703 

16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. NIA: 18.03166 

17. Djanur Suwarsono, S.H. NIA: 22.04189 

18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. NIA: 24.00759 

19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. NIA: 23.03531 

20. Joni Khurniawan, S.H. NIA: 20.10.11.2336 

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum HICON 

yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

yang dalam perkara ini beralamat di JI. Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310, nomor 

telepon/HP 021 - 31937223; Fax: 021 - 3157759 email: persuratan@kpu.go.id baik 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan 

atas nama Pemberi Kuasa ............................................................................................ . 

Selanjutnya disebut sebagai ....................................................................... Termohon; 

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 173-01-17-

26/PHPU.DPR-DPRD-XXll/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan 

Pembangunan sebagai berikut: 

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 173-01-17-
26/PHPU. OPR-DPRD-XXll/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk 
Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 









3. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon

yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR Tahun 2024

di Dapil Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON

DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL

SULAWESI TENGAH (Bukti: T-5)

Perolehan Suara 
No. Partai Politik Selisih 

Termohon Pemohon 

1. Partai Persatuan Pembangunan 28.346 34.304 5.958 

2. Partai Garuda 6.094 136 5.958 

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, 

menurut Termohon adalah sebagai berikut: 

1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil

Sulawesi Tengah sebanyak 5.958 suara adalah tidak benar dan tidak

beralasan menurut hukum;

2) Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara

secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

3) Bahwa Pemohon sama sekali tidak menyebutkan hal ikhwal cara

pengurangan 5.958 suara milik Pemohon yang berpindah ke Partai

Garuda, baik tempat kejadian (locus) maupun waktu kejadiannya

(tempus). Selain itu, dugaan migrasi suara tersebut terjadi pada saat

rekapitulasi di tingkat mana, apakah di tingkat TPS, kecamatan,

kabupaten, provinsi, atau nasional/pusat?

4) Bahwa perlu Termohon jelaskan bahwa pelaksanaan rapat pleno tingkat

Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan mulai tanggal 4 s/d 14 Maret 2024

yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tengah;

5) Bahwa saksi Pemohon hadir dalam rapat pleno tingkat Provinsi Sulawesi

Tengah dan bertanda tangan pada formulir Model D. HASIL PROV-DPR

untuk jenis pemilihan umum keanggotan DPR RI;
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11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.

12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.

13. Farih lhdal Umam, S.H.

14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.

15. Andres April Yanto, S.H.

16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.

17. Djanur Suwarsono, S.H.

18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.

19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.

20. Joni Khurniawan, S.H.
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